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UuMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara
Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan
bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana tercantum dalam amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat
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(2). Ketentuan tersebut, mengandung arti bahwa anak mempunyali
hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada
pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak,
merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan
sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian
kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak
saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan
negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional.

Dengan meningkatnya penjualan anak, prostitusi anak, dan
pornografi anak dalam lalu lintas internasional, perlu diperkuat
penegakan hukum secara nyata dalam mencegah dan memberantas
tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya
mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana
penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, Pemerintah
Republik Indonesia telah menandatangani Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-
hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi
Anak) pada tanggal 24 September 2001. Penandatanganan tersebut
merupakan salah satu komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat internasional untuk mengimplementasikan
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)
sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
diterima pada tanggal 20 November 1989.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka
Indonesia perlu mengesahkan Optional Protocol to the Convention on
the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and
Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak
mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)
dengan Undang-Undang.

POKOK-POKOK ISI PROTOKOL OPSIONAL
1. Tujuan

Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi
korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan
pornografi anak.

2. Ruang Lingkup Protokol Opsional

Protokol ini mengatur mengenai upaya-upaya mencegah,
memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan
anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, baik di dalam negeri
maupun antarnegara.
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